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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah
nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama

Tembilahan ada 3 yaitu,

a. Permintaan yaitu berapa permintaan dari isteri yang akan diceraikan
oleh suaminya, akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam
menetapkan jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang harus dibayarkan
oleh suami

b. Kemampuan yaitu kemampuan dari suami yang akan menceraikan
isterinya untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah. Apakah sanggup
atau tidak untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan permintaan
isteri

c. Kepatutan vyaitu apabila permintaan isteri tidak sesuai dengan
kemampuan suaminya maka hakim akan mempertimbangkannya dan
mengambil jalan tengah dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan
mut’ah yang harus dibayarkan suami. Hakim dapat menetapkan nafkah
iddah dan mut’ah lebih tinggi dari permintaan isteri dengan
mempertimbangkan faktor yang ketiga yakni kepatutan yaitu dilihat
dari kebutuhan diwilayah tersebut dan gaji yang didapatkan oleh

suami setiap bulannya.
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2. Dalam melaksanakan putusan mengenai nafkah iddah dan mut’ah, harus
ditegaskan di dalam amar putusan yakni menghukum suami/tergugat
rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum sidang
ikrar talak dilakukan. Pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dapat
dilakukan pada hari sidang ikrar talak tersebut berlangsung yakni sebelum
suami membacakan ikrar talak atau pembayaran dapat dilakukan oleh
suami dengan menitipkannya ke pengadilan sebelum sidang ikrar talak itu
dilaksanakan dengan syarat suami harus menunjukkan bukti berupa
kwitansi pada saat sidang ikrar talak dilakukan. Apabila pada saat sidang
pembacaan ikrar talak suami belum membayar kewajibannya yaitu berupa
nafkah iddah dan mut’ah yang telah ditentukan dalam amar putusan, maka
sidang pembacaan ikrar talak diundur selama 6 (enam) bulan. Apabila
dalam waktu 6 (enam) bulan belum juga dilunasi maka putusan hakim
tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan perceraian tidak jadi
dilakukan sehingga status dari keduanya tetap sebagai suami isteri.

B. Saran
Isteri merupakan seorang wanita yang harus dilindungi. Isteri harus
mengetahui hak-hak apa saja yang harus dimilikinya. Apabila terjadi
perceraian isteri harus menuntut hak-haknya. Di Pengadilan Agama

Tembilahan ada beberapa isteri yang diceraikan oleh suaminya tidak menuntut

hak-haknya atau hanya meminta hak-haknya terlalu sedikit baik itu berupa

nafkah iddah maupun mut’ah. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada

Pengadilan Agama Tembilahan untuk mensosialisasikan pentingnya para isteri
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mengetahui hak-haknya. Baik hak-hak istri selama melangsungkan

perkawinan maupun hak-hak isteri yang telah diceraikan oleh suaminya.
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